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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6860 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN 1ZIN OPEh;ASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
Organisasi berbadan Hukum untuk menyelenggarakan madrasah

Se€suai dengan standar nasional pendidikan; .
bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi

Persyaratan adminidtratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapka_n;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan ‘b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menterl
Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional
Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ash-Shiddigiyyah Cempaka
Kabupaten Cirebon.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410); g : -
Peraturan Pemerintah’ ' Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
i mor 4863);
;22?151?&1; I;Ij(z)emerintah)Nomor 48 Tahur} 2008 tgpt_ang Pendanaan
Pendidikan (Lembare}n Negara Republik Indox%fya Tah}ln 2008
Nomor 91, Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4864); . Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Peratur Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

ara
’(I'Lemtt));rl;ig Ll\éerrglbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
am ] )
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Memperhatikan
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KESATU

KEDUA

" gzraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaqn
Incrilo pe-nyelenggaraan’ Pendidikan (Lembaran Negara Republik
R nesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
d:pubhk Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
pengin Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
texi1 ahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 10
N ang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
L:gara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

8. P mbal:an Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pengdidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Ste}nd?r Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Iibtldalyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

9 Pan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar . Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupé}ten/Kota sebapaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

NOm(?r. 15 Tahun 201C tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
" Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

. 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah Nomor: ND/IO/0017/2014 Tanggal 27 Oktober
2014;

7. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Cirebon Nomor: Kd.10.09/2/PP.00.5/1905/2014 Tanggal 29
September 2014;

MEMUTUSKAN:

: Keputusan Menteri A;gama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin

Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ash-Shiddigiyyah
Cempaka.

o | . .
- Memberikan izin operasi‘o,nal pendirian madrasah kepada madrasah
.sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidalk terpisahkan dari Keputusan ini.

. Getelah jangka waktd 4 (mpat) Tahun, Kepala “Madrasah yang
' bersangkutan wajib:

. drasah kepada Kepala
ikan laporan perkembangan ma p P
a. menyampféememeriavn Agama yang memuat paling sedikit

Kantor Wy jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
perkemt il pemefl‘uhan standar sarana prasarana, dan
e}algzggaan pe menuhan standar pendidik dan tenaga
pela :

kependidikan; dan/ atau
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|

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madgasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuall peraturan perundang-
undangan. ‘

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan rm.mmal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi seb?.galmana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Bandung
' pada tanggal 3 November 2014

. MENTERI AGAMA RI
EPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
aMA PROVINSI JAWA BARAT,

/“—‘.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER]
NOMOR 6860 T AHUNAéGOﬁAA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PEMBERIAN IZIN p
ENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA

ID :
ENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 Nama Madrasah

] ’
Médrasah Tsanawiyah Ash-Shiddiqiyyah
Cemlpaka

2 | Nomor Statistik Madrasah

121232090103 \

3 | Alamat Madrasah Jl. Cempaka Wati No. 53 Blok Pejaten kidul

Dgsa Cempaka
Ketamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon

Provinsi Jawa Barat

Z
4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Ash-Shiddigiyyah Cempaka ‘
S | Akte Notaris Organisasi Sqlichin,SH,M.Kn.
Penyelenggara No. 72 Tanggal 14 Agustus 2013
6 | Pengesahan Akte Notaris AHU-7055.AH.01.04 Tahun 2013 \
Organisasi Penyelenggara Tanggal 31 Oktober 2013 \

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AMA PROVINSI JAWA BARAT,
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